
 

 

 

 

 

BUPATI SLEMAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR  49 TAHUN 2024 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22.4 TAHUN 2022 TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan peningkatan 

pelayanan dan pengelolaan informasi publik, perlu 

dilakukan perubahan terhadap beberapa pengaturan 

dalam Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati        

Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan 

dan Pelayanan Informasi Publik; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang    

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 



 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 157); 
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

(Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022           

Nomor 22.4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 22.4 TAHUN 2022 TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI 

PUBLIK. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 22.4) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

Persyaratan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 19 ayat (2) bagi: 
a. Pemohon Informasi Publik orang perorangan melampirkan fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk; 
b. Pemohon Informasi Publik Badan Hukum melampirkan fotokopi akta 

pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  

c. Pemohon kelompok orang melampirkan surat kuasa bermeterai cukup 

dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 
d. Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk penelitian, 

pengumpulan data, tugas akhir, analisa, pengkajian, penyelidikan, 
pendampingan, pengawalan, kontrol sosial, serta pengawasan dan 

sejenisnya melampirkan proposal atau Term Of Reference (TOR) yang 
meliputi: 

1. metode/teknis kegiatan; 
2. jadwal waktu kegiatan;  
3. sasaran kegiatan; dan 

4. tim/personil yang terlibat;  
sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud; dan 

e. Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai bagian 
dari partisipasi masyarakat memenuhi kriteria: 

1. terkena dampak secara langsung atas substansi informasi yang 
dimohonkan; 

2. memiliki penguasaan permasalahan yang berkaitan dengan 

informasi yang dimohonkan; dan 
3. mempunyai pengalaman di bidang yang sesuai dengan informasi 

yang akan dimohon. 

2.  Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

(1) PPID atau PPID Pelaksana mencatatkan permohonan Informasi Publik 
sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal  19   ayat   (1)   dalam   register     



permohonan untuk mendapatkan nomor pendaftaran. 

(2) PPID atau PPID Pelaksana menyimpan salinan formulir permohonan 

Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai 

tanda bukti permohonan Informasi Publik. 

(3) PPID atau PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan Informasi 
Publik telah dicatatkan dalam register permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(4) PPID atau PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan tertulis 
kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari 

sejak permohonan Informasi Publik telah dinyatakan lengkap dan 

benar. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal 19 April 2024 

BUPATI SLEMAN,   

     
Ttd. 
      

KUSTINI SRI PURNOMO 

Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 19 April 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN,       
   
Ttd. 

 
  

EKA SURYO PRIHANTORO  

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 49 


